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 Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki 
oleh Warga Negara Indonesia. Pemerintah Kabupaten Karimun juga telah 
mengeluarkan kebijakan bahwa setiap masyarakat wajib memiliki Akta Kelahiran. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan 
yakni bagaimana pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, apa kendala atau masalah masyarakat dalam 
pembuatan akta kelahiran, dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 
pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Karimun. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. 
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, 
wawancara, kuisioner dan dokumentasi sebagai data primer yang dihimpun dari 
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dan 
penerima pelayanan Akta Kelahiran. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari 
buku-buku pustaka, dokumen peraturan, serta media lainya yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Setelah data tersebut diperoleh, dianalisa dengan deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian terkait pembuatan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh 
penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sudah 
memenuhi kualitas pelayanan walaupun masih ada beberapa faktor penghambat 
seperti kualitas sarana dan prasana dan akses lokasi. Penulis memperoleh jawaban 
bahwasanya terkait pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sudah berjalan sesuai dengan tinjauan Fiqh 
Siyasah dikarenakan pemerintah adalah orang yang bertanggung jawab 
sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam pemeritahan Indonesia Negara berkewajiban melayani setiap 
warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya 
dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu untuk 
membangunkepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan 
seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk 
tentang peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya 
menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, 
pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang 
diperlukan masyarakat, mulai dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan 
dibidang administrasi, barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat.1 Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 
orang lain secara langsung.2 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 
25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
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dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik.3 Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu 
upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap warga 
Negara dalam hal pelayanan administrasi. Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan 
penyelenggara pelayanan publik yang disebut penyelenggara adalah setiap 
institusi penyelenggara negara korporasi, lembaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.4 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance(tata pemerintahan 
yang baik).  
Dalam Kepmenpan 63/KEP/M.PAN/2003, pelayanan publik adalah 
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
 Pelayanan 
publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting 
pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan 
publik merupakan unsur yang sangat penting karena menyangkut aspek 
kehidupan yang sangat luas.6 Pemberian pelayanan oleh aparatur pemerintah 
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kepada masyarakat adalah perwujudan peranan birokrasi sebagai dinamisator 
tugas-tugas dan juga mengarahkan pelayanan masyarakat dengan penuh 
pengabdian, memperbaiki tata pelaksanaan masyarakat secara lebih tertib dan 
teratur. 
Dalam pembukuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 secara tegas 
menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia 
adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan bangsa.7 
Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang 
berkualitas dari negara (birokrasi). Warga negara juga memiliki hak untuk 
mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus 
dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki 
hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun yang secara politis 
bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik.Konsep ini disebut 
sebagai The New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. 
Denhardt dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003.8 
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu 
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang pelayanan 
masyarakat adalah bidang pelayanan pemerintah yang merupakan tugas 
pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyelenggarakannya. Sebagai abdi 
masyarakat sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu 
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memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.Dalam 
rangka memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pemerintah 
menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik.Terwujudnya pelayanan publik berkualitas merupakan salah satu ciri 
dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur 
negara.9 
Keadaan saat ini penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih 
dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta 
karena kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal tersebut dapat 
dilihat dari keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung 
maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada 
kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, 
persyaratan yang tidak transparan, sifat petugas yang kurang responsive dan 
lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra 
pemerintah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 25 
Tahun 2009 pada pasal 4 tentang Asas-asas  dalam pelayanan publik.10Untuk 
mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas 
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.11 
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Dalam Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 
dikemukakan kedudukan pegawai negeri sipil yang tertuang dalam pasal 3 
ayat (1) yang berbunyi, pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur 
Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
propesional,jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, 
pemerintah dan pembangunan.12 Dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
terhadap melayani masyarakat diharapkan kepada para pegawai untuk dapat 
melaksanakan tugas dan kewajiban dengan memberikan pelayanan yang 
terbaik untuk masyarakat.   
Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan kepada 
masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kependudukan.Unsur 
kependudukan sangat memegang peranan dalam berbagai segi, khususnya 
bidangpembangunan Nasional sebagai bahan dasar dalam rangka perumusan 
strategis dibidang kewarganegaraan, karena hampir semua kegiatan 
pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terkait dengan 
kependudukan.13 Masyarakat tetap akan bersetuhan dengan dengan pelayanan 
administrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 
merupakansalah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah 
Kabupaten Karimun. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan 
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Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat 
pindah dll, sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta 
kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan 
pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan 
pencatatan perubahan kewarganegaraan. Catatan sipil adalah suatu lembaga 
yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang 
selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian 
hukum atas peristiwa kelahiran, kematian, pengakuan dan perkawinan.14 
Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan, pada pasal (1) di sebutkan Administrasi Kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen dan data 
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.15 Masyarakat yang tinggal di 
suatu wilayah, wajib melaporkan perubahan yang terjadi pada dirinya dan 
mendaftarkan dirinya serta anggota keluarganya kepada pemerintah daerah 
setempat, hal ini dilakukan untuk menegaskan kewarganegaraan dimana 
masyarakat diwajibkan untuk memiliki Akta Kelahiran yang dibuat oleh 
pemerintah daerah. Akta kelahiran adalah catatan resmi yang berisi waktu dan 
tempat kelahiran seseorang, nama pemilik akta kelahiran, nama kedua orang 
tuanya secara lengkap dan jelas serta status kewarganegaraannya. Akta 
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kelahiran berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan 
pembuktian yang lengkap.16 
Adapun prosedur pencatatan akta kelahiran sebagai berikut. 
1. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan, Penolong 
Kelahiran (Asli). 
2. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan. 
3. Fotocopy kartu keluarga orang tua. 
4. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah orang tua. 
Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 
Kependudukan pada pasal 1 ayat (17) menyebutkan Peristiwa Penting adalah 
kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir 
mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak,pengangkatan 
anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.17 Dengan 
demikian pembuatan akta kelahiran sangatlah penting sebagai dokumen/bukti 
sah identitas dari seseorang. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 
24 Tahun 2013 juga dinyatakan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh 
penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran 
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.18 
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Berdasarkan survey yang penulis lakukan, pada kenyataannya masih 
ditemui adanya permasalahan dalam hal pengurusan berkas akta kelahiran. 
Masyarakat terkadang tidak mendapatkan informasi dari petugas pelayanan 
mengenai berkas yang tidak lengkap/kurang dari persyaratan padahal di setiap 
dokumen sudah tercantum nomor handphone masyarakat, kurang efektif 
dalam hal pelayanan, keluhan masyarakat atas keterlambatan waktu, kurang 
memadainya sarana dan prasarana, terjadinya kesalahan dalam penulisan akte 
kelahiran, masih adanya masyarakat yang belum memiliki atau membuat akte 
kelahiran. 
Tabel I.1 
Data umur masyarakat yang tidak memiliki Akta Kelahiran Tahun 
2020 di Kabupaten Karimun 
NO NAMA UMUR 
1. Nur Permata Shufi 5  Tahun 
2. Muhammad Khoirin 7  Tahun 
3. Muhammad Syafiq 19 Tahun 
4. Novi Yuna 9  Tahun 
5. Khairunnisa 24 Tahun 
6. Syafitri Wendy 27 Tahun 
7. Andri Afrizal 48 Tahun 
8. Ridwan 38 Tahun 
Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 
  
Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat berbagai macam alasan 
yang menjadi faktor masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki akta 
kelahiran. Diantaranya pengurusan dokumen yang dianggap terlalu berbelit-
belit, belum butuh akta kelahiran, akses lokasi yang jauh untuk menuju kantor, 
lalu perkerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan pendapat masyarakat 
mengenai akta kelahiran yang belum begitu penting untuk dimiliki. 
Setiap orang harus memiliki Akta kelahiran karna akta kelahiran 




mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan 
seseorang, Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang, bahan 
rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah, persyaratan 
untuk masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi, Melamar pekerjaan, 
pembuatan KTP, KK dan NIK, pembuatan SIM, pembuatan passport, 
pengurusan warisan, pengurusan pensiun bagi pegawai, melaksanakan 
pencatatan perkawinan, melaksanakan ibadah haji dan lain-lain.Begitu 
besarnya manfaat Akta Kelahiran, hampir setiap urusan, membutuhkan Akta 
Kelahiran.Akta Kelahiran ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan administrasi 
dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. 
Kata fiqh secara etimologi dapat dipahami sebagai paham yang 
mendalam. Secara terminologi, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang 
hukum-hukum syari‟at yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya 
yang rinci (tafsili). Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat 
ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut pun mengalami 
perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.19 Fiqh 
merupakan produk pemikiran dan ijtihad para ulama (fuqaha) yang digali dan 
dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, yang bukan 
merupakan  pokok atau dasar , melainkan cabang (furu‟) dari ajaran dasar atau 
pokok. Fiqh dalam berbagai bidang kehidupan pun bergantung pada dan 
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berdasarkan atas Al-Qur‟an dan As-Sunnah.20 Kata siyasah berasal dari kata 
sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, 
mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, 
atau membuat kebijaksanaan.21 Secara tersirat dalam pengertian al-siyasah, 
terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu  “tujuan” yang 
hendak di capai melalui proses pengendalian,“cara” pengendalian menuju 
tujuan tersebut. Al-siyasah diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang 
membawa kemaslahatan.22 
Siyasah artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara 
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Abdul Wahab Khalaf 
mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk 
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada 
prinsipnya, siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam 
hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada 
kemaslahatan dan menjauhkan diri daripada kemafsadatan.23 
Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah 
dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara dan 
kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun 
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kemaslahatan yang dimaksud  tidak didasarkan pada nash-nash yang ada 
dalam Al-Qur‟an maupun As-Sunnah. Terutama karna kaitannya dengan 
masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara,yakni 
melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan 
rakyatnya, maka kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan 
kewajiban yang dimaksudkan. 
Adapun objek kajian fiqh siyasah sebagai berikut : 
1. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah 
2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah 
3. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah 
4. Siyasah Maliyah Syar‟iyyah  
5. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah 
6. Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah 
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah 
8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah.24 
Dari permasalahan diatas jika ditinjau dari fiqh siyasah, pelayanan 
pembuatan akta kelahiran termasuk ke dalam Siyasah Idariyah (Administrasi 
Negara). Pada abad modern siyasah idariyah merupakan suatu cara 
untukmencapai pemerintahan yang baik (good governance). Kajian dari 
Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mecakup kewenangan, 
organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan 






sebagainya.Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber 
darial-Qur‟an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. 
Kemudian dalam mengelola administrasi pemeritahan tentu 
membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 
SAW seperti bunyi kaidah “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 
tergantung pada kemaslahatan” Kaidah diatas menjelaskan bahwasanya 




Islam mengajarkan dalam memberikan pelayanan dari usaha baik itu 
berupa barang atau jasa janganlah memberikan kualitas yang buruk, tetapi 
berikannlah kualitas yang baik. Hal ini tampak dalam surah Al-Baqarah ayat 
267 yang berbunyi :  
َل   َٗ َِ ٱۡۡلَۡسِضِۖ  ٍِّ بَٰٓ أَۡخَشۡجَْب ىَُنٌ  ََّ ٍِ َٗ  ٌۡ ب َمَغۡجزُ ٍَ ِذ  ِ طَِّٞجََٰ ٍِ ْا أَِّفقُْ٘ا  َٰ٘ٓ ُْ ٍَ َِ َءا أََُّٖٝب ٱىَِّزٝ
َٰٓ ْ٘ا ََٰٝ َُ ََّ  رََٞ
ىَۡغزٌُ ثِ  َٗ  َُ ُٔ رُْفِقُ٘ ْۡ ٍِ ٞذ  َٱۡىَخجَِٞش  َِ ٜح َد َ َنِْ َُّ ٱََّّ ْا أَ َٰ٘ٓ َُ ٱۡػيَ َٗ   ِٔ ُوْ٘ا يِٞ َِ َٰٓ أَُ رُۡم ِٔ لِلَّ  بِخِزٝ
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih 
yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak 
mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”26 
 
Isi kandungan dalam ayat tersebut adalah Islam telah mengajarkan 
kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang 
berkualitas. Apabila dikaitkan dengan pelayanan, maka ayat ini dapat 
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bermakna bahwa para petugas pelayanan hendaknya melayanai dan 
memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan 
dirinya sendiri. 
Lalu dalam surah at-Taubah ayat 105 yang berbunyi : 
ٱىشَّ  َٗ ِت  ۡٞ ٌِ ٱۡىَم يِ َٰٚ َػَٰ َُ لِىَ ٗ َعزَُشدُّ َٗ  َُِۖ ُْ٘ ٍِ ۡؤ َُ ٱۡى َٗ َسُع٘ىُُٔۥ  َٗ  ٌۡ يَُن ََ ُ َػ يُْ٘ا يََغََٞشٙ ٱََّّ ََ قُِو ٱۡػ َذِح َٗ ََٰٖ
 َُ يُ٘ ََ ٌۡ رَۡؼ ب ُمْزُ ََ  يََُْٞجِّئُُنٌ ثِ
Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-
orang mukmin akanmelihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah)Yang MahaMengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu 
diberitakanNya kepada kamu apa yangtelah kamu kerjakan”.27 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan 
hambanya untuk memperbanyak melakukan perbuatan amal. Amal adalah. 
perkerjaan,usaha, dan perbuatan. Maka selain beribadah, orang yang beriman 
juga harus berkerja dan berusaha, terutama sesuai dengan bakat dan 
kemampuannya. Setiap perbuatan manusia selalu diperhatikan dan diketahui 
oleh Allah SWT. Dalam kaitannya dengan pelayanan, petugas dalam 
memberikan pelayanan haruslah memberikan pelayanan dengan baik dan 
ikhlas bukan karena untuk mengharap pujian manusia. Maka setiap pemberi 
layanan haruslah bersemangat berkerja dan beramal karna Allah SWT 
melarang kita bermalas-malasan dan membuang waktu dengan sia-sia. 
Didalam islam juga terdapat kaidah fiqh yang berkaitan dengan 
pelayanan publik, yaitu: 
بَٝخِ  .1 ََ  (Pungutan harus disertai dengan perlindungan) اىِججَبَٝخُ ثِبىِذ
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ِْْضىَخُ  .2 ٍَ ٌِ ْٞ َِ اْىَٞزِ ٍِ  ِّٚ ِى َ٘ ِْْضىَخُ اْى ٍَ ِػِِّٞخ  َِ اىشَّ ٍِ  ًِ ب ٍَ ْاِل  (Kedudukan imam terhadap 
rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim)  
خِ  .3 ْصيََذِخ اْىَخبصَّ ََ خ  َػيَٜ اْى ٍَ قَذَّ ٍُ خُ  ٍَّ ْصيََذخُ اْىَؼب ََ  Kemaslahatan publik) اى
didahulukan dari pada kemaslahatan individu) 
Ketiga kaidah ini dengan tegas menyebutkan bahwa pemerintah 
memiliki tanggung jawab besar agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan 
yang baik. Hal ini terkait hadits Rasulullah tentang sebaik-baiknya manusia 
yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut: 
 ِ َُّ َسُعَ٘ه هللاَّ َْٝشحَ سضٜ هللا ػْٔ أَ ِْ أَثِٚ َُٕش قََف َػيَٚ أَُّبٍط  -صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ-َػ َٗ
اٍد  شَّ ٍَ ٌْ  قَبَه يََغَنزُ٘ا يَقَبَه َرىَِل صاَلََس  ُم ِْ َششِّ ٍِ  ٌْ ِْٞشُم ٌْ ثَِخ يَقَبَه َسُجو  ُجيٍُ٘ط يَقَبَه أَلَ أُْخجُِشُم
 .ُٓ ُِ َششُّ ٍَ ُْٝؤ َٗ ُْٞشُٓ  ِْ ُْٝشَجٚ َخ ٍَ  ٌْ ُْٞشُم َّب. قَبَه  َخ ِْ َششِّ ٍِ ِْٞشَّب  ِ أَْخجِْشَّب ثَِخ ثَيَٚ َٝب َسُعَ٘ه هللاَّ
 سٗآ اىزشٍزٙ
Artinya: “Abu Hurairah radhiyallahu‟anhu meriwayatkan bahwa 
Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam berdiri di hadapan beberapa orang, 
lalu bersabda: “Maukah kalian aku beritahukan sebaik-bak dan seburuk-
buruk orang dari kalian?” Mereka terdiam, dan Rasulullah bertanya seperti 
itu tiga kali, lalu ada seseorang yang berkata: “Iya, kami mau wahai 
Rasulullah, beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan seburuk-buruk 
kami,” Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang 
diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga.” (H.R 
Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami‟ (no.2603)) 
 
Seorang muslim yang mengurus umat wajib memiliki sifat bijaksana, 
menjaga amanah,melayani masyarakat dengan baik,jujur dan lain-lain. 
Apabila diserahi tanggung jawab oleh negara kemudian tidak dilaksanakan 
dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, maka Allah SWT akan murka 




memudahkan urusan orang lain. Hal ini disebutkan dalam Hadits sebagai 
berikut : 
 ِْ ِْ َّـفََّظ َػ ٍَ ٌَ  قَبَه   َعيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ َػيَ ِّٜ َصيَّٚ هللاَّ ِِ اىَّْجِ ُْْٔ  َػ ُ َػ َٜ هللاَّ َْٝشحَ َسِض ْٜ َُٕش ِْ  أَثِ َػ
َش  ِْ َٝغَّ ٍَ َٗ ِخ،  ٍَ ًِ اْىقَِٞب ْ٘ ِْ ُمـَشِة َٝ ٍِ ُْْٔ ُمـْشثَخً  َّْٞب ، َّـفََّظ هللاُ َػ ِْ ُمَشِة اىذُّ ٍِ ٍِ ُمـْشثَخً  ٍِ ْؤ ٍُ
ـب ، َعزَـَشُٓ هللاُ يِـٜ َػيَـٚ  ًَ ْغيِ ٍُ ِْ َعزَـَش  ٍَ َٗ ِخَشِح ،  ْٟ ا َٗ َّْٞب  ِٔ يِـٜ اىذُّ ْٞ ـْؼِغٍش ، َٝغَّـَش هللاُ َػيَ ٍُ
 ُِ ْ٘ هللاُ يِـٜ َػ َٗ ِخَشِح ،  ْٟ ا َٗ َّْٞب  ِْ َعيََل طَِشٝقًب  اْىَؼْجذِ اىذُّ ٍَ َٗ  ، ِٔ ُِ أَِخٞ ْ٘ َُ اْىَؼْجُذ يِٜ َػ ب َمب ٍَ
ِٔ ِػيْ  ُظ يِٞ َِ ِْ َْٝيزَ ٍِ ٍْٞذ  ً  يِـٜ ثَـ ْ٘ َغ قَـ ََ ب اْجزَ ٍَ َٗ ِٔ طَِشٝقًب لِىَـٚ اْىـَجَِّْخ ،  َو هللاُ ىَُٔ ثِ ـب ، َعَٖـّ ًَ
َنِشـَٞ  َٗ ِنَْٞخُ ،  ٌُ اىغَّ ِٖ ْٞ ٌْ ، لِلَّ َّـَضىَْذ َػيَ َُْْٖٞ َٝزََذاَسُعَّ٘ـُٔ ثَ َٗ َُ ِمزَبَة هللاِ ،  ٌُ ثُـُِٞ٘د هللاِ َْٝزيُ٘ ـْزـُٖ
 َٗ خُ ،  ََ ْدـ ٌْ ُْٝغِشْع اىشَّ يُـُٔ ىَـ ََ ِٔ َػ أَ ثِـ ِْ ثَطَـّ ٍَ َٗ َْْذُٓ ،  ِْ ِػ ََ ٌُ هللاُ يِٞ َرَمـَشُٕ َٗ الَئَِنخُ ،  ََ ٌُ اْىـ ْزـُٖ َدفَـّ
ِٔ َّـَغجُـُٔ  ثِـ
Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 
„alaihi wa sallam bersabda,“Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan 
dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu 
kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang 
kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Azza wa Jalla memudahkan 
baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) 
seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. 
Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong 
saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh 
akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum 
berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah 
dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun 
atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan 
Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. 
Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnyamaka garis keturunannya 
tidakbisa mempercepatnya.” 
 
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis 
tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji permasalahan yang dituangkan 
dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ Pembuatan Akta Kelahiran 
Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Kependudukan dan 






B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 
dibahas maka penulis membatasi penelitian ini tentang pembuatan Akta 
Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 
dalam waktu 1 Bulan (Mei)  
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun? 
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat masyarakat dan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pembuatan 
akta kelahiran? 
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembuatan akta kelahiran Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pembuatan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun kepada masyarakat dalam hal 
pelayanan pembuatan akta kelahiran. 
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor penghambat masyarakat 
dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam 
pembuatan akta kelahiran. 
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembuatan 







E. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca, civitas akademika 
UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat Kabupaten Karimun. 
3. Dapat menjadi rujukan dan sumber referensi untuk penelitian kedepannya. 
4. Dapat menjadi motivasi kedepan dalam hal perbaikan terhadap pelayanan 
pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Karimun. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini bersifat lapangan (field research). Penelitian lapangan 
yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 
belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya 
dengan lingkungan.28 Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini 
pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 
yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Selain itu 
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lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan 
penelitian. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek penelitian ini Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Petugas 
Pengadministrasian dan Masyarakat. 
b. Objek penelitian adalah pelayanan pembuatan akta kelahiran.  
4. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari 
lapangan tempat lokasi penelitian.29 Dalam hal ini peneliti memperoleh 
data dari Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Petugas 
Pengadministrasian dan Masyarakat yang mengurus akta kelahiran. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 
kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.30 Data ini 
diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap 
buku-buku, dokumen struktur organisasi, peraturan perundang-
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c. Populasi dan Sampel  
a. Populasi 
Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dan karakteristik 
tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga 
dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang 
menjadi fokus penelitian.31 Populasi dalam penelitian ini adalah  
Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Petugas Pelayanan dan 300 
Masyarakat Kabupaten Karimun yang mengurus akta kelahiran.  
b. Sampel 
Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan 
objek penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut 
Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil 
semuanya, jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% 
atau 20-25%.32Penelitian ini mengambil 10% sehingga sampelnya 
sebanyak 30 orang. Alasan penulis adalah karena 300 orang tidak 
mungkin dijadikan sampel semuanya. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode accidental sampling yaitu peneliti langsung 
mengumpulkan data dari unit sampling yang kebetulan ditemui. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Seksi Kelahiran 
dan Kematian, 3 Petugas Pelayanan dan 30 Masyarakat Kabupaten 
Karimun yang mengurus akte kelahiran. 
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Sahid Raharjo, Teori Sampel dan Sampling Penelitian, artikel dari 
https://www.konsistensi.com/2013/04/teori-sampel-dan-sampling-penelitian.html, Diakses Pada 





6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan ke 
responden dan jawaban responden dicatat atau direkam.33 
b. Dokumentasi, adalah penelitian yang menggunakan barang-barang  
tertulis sebagai sumber data, misalnya buku, jurnal, peraturan-
peraturan dan lain sebagainya.34 
c. Kuisioner, alat pengumpul data untuk penelitian dengan mengedarkan 
formulir yang berisi beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek 
untuk mendapatkan tanggapan.35 
d. Studi Pustaka, yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-
buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang di teliti oleh penulis. 
7. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun 
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta 
membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami.36 
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 Bagja Waluya, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung : PT 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.Analisis 
deskriptif adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk 
mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi. 
8. Metode Penulisan 
a. Deskriptif,yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian 
berdasarkan fakta-fakta yang ada. 
b. Deduktif,yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil 
kesimpulan secara khusus. 
G. Sistematika Penulisan 
Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini 
maka,penulis membuat sistematika penulisan : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Terdiri dari Latar Belakang Masalah. Batasan Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN DAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
Bab ini berisikan tentang sejarah Kabupaten Karimun, sejarah 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Karimun, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, struktur 
organisasi dan bagan susunan Dinas Kependudukan dan 





BAB III LANDASAN TEORI TENTANG PEMBUATAN AKTA 
KELAHIRAN DAN FIQH SIYASAH  
Bab ini menjelaskan teori-teori yang akan dijadikan acuan 
dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu 
tentang pelayanan publik, azaz pelayanan publik, prinsip 
pelayanan publik, karakteristik pelayanan publik, akta 
kelahiran, administrasi kependudukan, dan fiqh siyasah 
idariyah. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang hasil penelitian yaitu bagaimana pembuatan akta 
kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Karimun, faktor penghambat dalam pembuatan 
akte kelahiran, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayanan 
publik dalam pembuatan akta kelahiran. 
BAB V PENUTUP 










GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN DAN DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
A. Sejarah Kabupaten Karimun 
   Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi 
Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran 
Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan 
Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi 
Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 
1999. Pada awal terbentuknya Kabupaten Karimun terdiri dari 3 (tiga) 
kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur dan Kecamatan 
Moro. Seiring berjalannya waktu, wilayah kabupaten ini mekar menjadi 9 
kecamatan. Kemudian pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karimun No.12/2013, wilayah kabupaten karimun mengalami 
pemekaran menjadi 12 kecamatan.  Pada tahun 2020, setelah mengalami 
pemekaran wilayah, jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten 
karimun sebanyak 71 desa/kelurahan. Terdiri atas 42 daerah berstatus desa da 
29 kelurahan. Sedangkan jumlah RT/RW secara keseluruhan adalah sebanyak 
394 RK/RW dan 1.077 RT.
37
 
 Pulau karimun semenjak ditetapkan menjadi salah satu Kabupaten di 
Provinsi Kepulauan Riau banyak menjadi perhatian oleh berbagai pihak, 
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pulau ini selain merupakan tumpuan harapan para pencari kerja juga mendapat 
perhatian dari para pengusaha maupun pelancong yang datang Karimun, hal 
ini sesuai 4 (Empat) Azam Penggerak Pembangunan Kabupaten Karimun  
yaitu, Azam Pembangunan Ekonomi yang berdimensi Ekonomi Kerakyatan,  
Azam Peningkatan Iman dan Taqwa. Azam Peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia. dan Azam Pengembangan Seni dan Budaya. 
1. Kondisi Geografis Kabupaten Karimun 
Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi 
Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran 
Malyasia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan Industri Batam dan 
Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi 
Kepulauan Riau yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. 
Kabupaten Karimun secara astronomis terbentang antara 035‟ LU sampai 
110‟ LU dan 10330‟ BT sampai 104 BT , tepat berada pada jalur pelayaran 
dan dekat dengan zona penerbangan internasional. Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang- 
Undang Nomor 5 tahun 1983.Kabupaten Karimun merupakan Daerah 
kepulauan yang memiliki luas wilayah 7.986 Km2 Karimun merupakan 
gugusan pulau besar dan kecil yang berjumlah 250 pulau, terdiri dari 57 pulau 
berpenduduk dan  pulau lainnya yang tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar 
yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun 
dan Kundur.
38
 Pulau terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun 
Anak dan Pulau Iyu Kecil. 
                                                             
38




Tabel II. 1 : 
Luas Area dan Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun 
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020 
Gambar II.1 Peta Wilayah Kabupaten Karimun 
 
 Sumber : Google,2021 
 
 Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat 
strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan 
langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura serta 
hanya disatukan dengan perairan selat singapura (Phllip channel). Selain itu, 
wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan kota Batam, 
Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Area  Jumlah Pulau  
Moro Moro 447,92 85,00 
Durai Telaga Tujuh 62,98 47,00 
Kundur Tanjung Batu Kota 83,74 - 
Kundur Utara Tanjung Berlian Kota 245,65 - 
Kundur Barat Sawang 189,92 11,00 
Ungar Sei Buluh 55,53 26,00 
Belat Sebele 109,34 25,00 
Karimun Tanjung Balai Kota 59,76 24,00 
Buru  Buru 73,40 7,00 
Meral Meral Kota 57,85 4,00 
Tebing Tebing 76,35 20,00 
Meral Barat Darussaalam 61,55 5,00 




sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan 
aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari 
empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/ 
FTZ. 
 Sebelah Utara  : Philip Channel (Singapore), Semenanjung Malaysi 
dan Selat Melaka 
 Sebelah Barat  : Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi 
(Kabupaten Bengkalis), Kecamatan Kuala Kampar      
(Kabupaten Pelalawan) 
 Sebelah Timur   : Pulau Batam 
 Sebelah Selatan  : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir).39 
2.  Demografi Kabupaten Karimun 
Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, 
baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu 
sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor 
penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan 
ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan 
sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam 
proses pembangunan. Berikut jumlah Penduduk dalam wilayah Kabupaten 
Karimun pada tahun 2020 yang bisa dilihat pada tabel 1.2 berikut. 
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Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2020 
 
















    Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 
 
3. Keadaan Agama  
Agama merupakan hak asasi manusia dalam artian manusia bebas 
untuk memilih agamanya maasing-masing. Sebagaimana juga telah diatur 
dalam undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah 
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Pada umumnya 
masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karimun adalah masyarakat yang 
mayoritas memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel II.3 
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut 
di Kabupaten Karimun Tahun 2020 
 
Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha Konghucu Jumlah 
Moro  17.883 170 110 0 672 0 18.835 
Durai 6,051 41 8 8 60 0 6.160 
Kecamatan Jumlah Penduduk 
Laki-laki Perempuan Total 
Moro 9.740 9.095 18.835 
Durai 3.185 2.975 6.160 
Kundur 15.475 15.503 30.978 
Kundur Utara 6.594 6.236 12.830 
Kundur Barat 9.666 9.186 18.852 
Ungar 2.988 2.931 5.919 
Belat 3.467 3.157 6.624 
Karimun 26.571 25.569 52.140 
Buru 5.274 4.937 10.211 
Meral 25.329 23.767 49.096 
Tebing 15.156 14.616 29.772 
Meral Barat 8.214 7.666 15.880 




Kundur 26.987 852 228 1 2.736 173 30.978  
Kundur 
Utara 
11.367 280 18 0 1.141 24 12.830 
Kundur 
Barat 
17.306 292 12 0 1.241 1 18.852 
Ungar 5.736 76 0 0 104 3 5.919 
Belat 6.037 267 9 0 311 0 6.624 
Karimun  42.223 2.758 751 5 6.257 146 52.140  
Buru  9.165 105 9 0 921 11 10.211 
Meral 35.976 2.665 480 5 9.515 455 49.096 
Tebing 26.038 1.468 816 16 1.360 74 29.772  
Meral 
Barat 
14.447 599 167 0 635 32 15.880 
Total 219.216 9.573 2.608 27 24.953 919 257.297 
      Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 
 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pemeluk agama yang paling 
dominan adalah agama Islam dengan jumlah 219.216 jiwa, seterusnya agama 
Budha dengan jumlah 24.953 jiwa, Protestan dengan jumlah 9.573 jiwa, 
Katolik dengan jumlah 2.608 jiwa, Konghucu dengan jumlah 919 jiwa, Hindu 
dengan jumlah 27 jiwa dan kepercayaan dengan jumlah 1 jiwa. Lalu untuk 
sarana ibadah terdapat 235 masjid, 248 mushola/surau, 32 gereja protestan, 8 
gereja katolik, 16 vihara, 38 cetiya dan 1 klenteng di Kabupaten Karimun. 
Pada tahun 2020 terdapat 221 orang yang mendaftar haji ke Mekkah yang 
terdiri dari 95 laki-laki dan 126 perempuan. Sementara itu, tidak ada yang 
diberangkatkan ke Mekkah tahun ini dikarenakan pandemi Covid-19.
40
 
4. Keadaan Pendidikan 
Salah satu indikator pokok kualitas sumber daya manusia adalah 
pendidikan. Pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan 
wilayah yang bertumpu pada masyarakat lokal. Semakin tinggi tingkat 
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pendidikan penduduk suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas sumber 
daya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusianya, maka 
semakin terbuka untuk menerima inovasi dan perubahan yang tepat bagi 
pengembangan wilayahnya atau dapat juga dikatakan dengan tingkat 
pendidikan yang tinggi diharapkan masyarakat mampu menangkap berbagai 
peluang perkembangan di sekitarnya dalam rangka perbaikan kualitas 
hidupnya. 
Penduduk berpendidikan dan berkualitas merupakan aset yang sangat 
berharga bagi pembangunan daerah. Melalui suatu sistem pendidikan yang 
tepadu dan menjangkau seluruh masyrakat baik di kota maupun desa, maka 
diharapkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Karimun dpat lebih 
meningkat. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Karimun usia 7-24 tahun 
yang masih bersekolah sebanyak 81,40 persen. Angka partisipasi murni 
tingkat SD/MI adalah 99,24, tingkat SMP/Mts adalah 75,98, dan tingkat 
SMA/SMK/MA adalah 71,93. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek 
huruf pada tahun ini adalah 98,78 persen. 
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5. Keadaan Sosial Budaya 
Kabupaten Karimun memiliki banyak suku dan budaya. Mayoritas 
suku di Kabupaten Karimun adalah suku Melayu, selebihnya adalah suku 
Minang, Jawa, Batak, dan Cina. Kabupaten Karimun sebagian besar 
daerahnya merupakan daerah pesisir, dimana hal tersebut dapat dipahami 
bahwa Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan.  Di daerah pesisir 







terpengaruh oleh budaya bercorak Melayu, Islam dan Cina dengan sifatnya 
yang terbuka, jujur, dan dalam mata pencahariannya cenderung bergerak di 
bidang perdagangan dan jasa. 
Dengan keanekaragaman suku-suku bangsa yang memiliki sifat, watak, 
budaya dan adat istiadat  yang berbeda maka sangat berpotensi menimbulkan 
perselisihan atau persaingan antar kelompok dalam kepentingan tertentu. 
Konflik-konflik tersebut akan menjurus terhadap bahaya suku, agama, ras dan 
antar golongan jika hal tersebut tidak diansipasi sebelumnya. Oleh karena itu 
perlu adanya pembinaan hubungan antar kelompok masyarakat, salah satunya 
dibentuk forum bersama antar kelompok masyarakat dan diadakannya acara 
(gathering) bila ada perayaan adat istiadat suatu kelompok masyarakat 





B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun  
Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, 
dengan luas total wilayah mencapai 7.984 Km, dengan luasan perairan 
memiliki persentase jauh lebih besar (80.91%) sebanding luas daratan  
(19,09%). Berdasarkan perbandingan luas antar kecamatan, Kecamatan 
Moro memiliki luas paling besar dengan persentase daratan 76,56% dan 
lautan 25,83%.  
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Walaupun Kabupaten Karimun masih tergolong sebagai kota kecil, 
namun melihat fungsi daerah ini sebagai daerah transit maka akan 
menimbulkan berbagai permasalahan mendasar terkait dengan 
kependudukan. Migrasi Penduduk yang msih saja berlangsung serta 
besarnya persentase usia produktif di Kabupaten Karimun dapat 
menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang pada 
akhirnya akan memberikan tekanan yang besar terhadap sumber daya dan 
daya dukung alam yang tersedia. 
Kedekatan Kabupaten Karimun dengan Negara tetangga, Singapura 
dan Malaysia serta Kota Batam sebagai pusat industri ditambah lagi dengan 
telah ditetapnya Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas (KPBPB), semakin menimbulkan permasalahan-
permasalahan kependudukan. Dengan demikian maka dapat dikatakan 
kelompok layanan kependudukan hampir seluruhnya dilayani oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. 
 Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 36 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun merupakan 
Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tipe A dipimpin oleh 
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2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Setiap organisasi atau instansi pemerintah harus mempunyai suatu 
pencapaian dalam menangani dan melaksanakan suatu  hal agar apa yang 
dilaksanakan tetap mengikuti pedoman dan terstruktur. Dalam hal ini maka 
diperlukan adanya visi dan misi. Adapun visi dan misi dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun di antaranya 
sebagai berikut : 
a. Visi 
Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah, visi Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tetap 
mengacu sepenuhnya pada Visi pemerintah Kabupaten Karimun yaitu : 
“ Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju, Mandiri, Adil dan 
Berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa” dengan tetap 
memperhatikan lingkungan strategis yang mempengaruhi eksistensi 
organisasi. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Karimun dinyatakan sebagai berikut : 
“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, 
Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang 
Profesional” 
b. Misi 
Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Karimun adalah penjabaran lebih lanjut untuk 




menjelaskan apa saja yang harus dilakukan (what have to be done) 
dalam rangka mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi yang 
telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil Kabupaten 
Karimun, menetapkan beberapa Misi yang harus dilaksanakan dalam 
upaya pencapaian visi sebagai berikut : 
1) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan 
2) Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil 
3) Meningkatkan informasi dan data base kependudukan. 
Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang 
telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam jangka 
pendek, yaitu terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan 
Terwujudnya Keluarga Kecil berkualitas. Tujuan tersebut perlu 
diwujudkan dalam suatu indikator sehingga lebih terpantau dan terukur 
tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.  Tujuan yang 
ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Karimun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah 
Kabupaten Karimun secara keseluruhan adalah sebagai berikut. 
a.  Misi I 
   “ Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan ” 
Adapun tujuan untuk mendukung misi I adalah menciptakan  





b.   Misi II  
   “ Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil “  
Adapun tujuan untuk mendukung misi II adalah menciptakan 
Pelayanan Prima di Bidang Pencatatan Sipil. 
c.  Misi III  
   “ Meningkatkan Informasi dan Data Base Kependudukan ” 
Adapun tujuan untuk mendukung misi I adalah 
Pendayagunaan Informasi dan Data Kependudukan yang Akurat. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Karimun mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan. Tugas 
dan fungsi instansi Perangkat Daerah dijabarkan dalam Keputusan 
Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, 
mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi : 
1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan migrasi 
penduduk, bidang pencatatan sipil serta bidang  informasi dan 
pengelolaan kependudukan  





3) Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan bidang pendaftaran dan 
migrasi penduduk, bidang pencatatan sipil dan bidang informasi 
dan pengelolaan kependudukan 
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dibidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Adapun uraian tugas yang dimaksud sebagai  berikut : 
a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah 
pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang kependudukan 
dan pencatatan sipil 
b. Melaksanakan teknis operasional dan pengembangan dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil 
c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan 
d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang kependudukan dan 
pencatatan sipil yang ditugaskan oleh Bupati. 
3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pncatatan Sipil 
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretaris 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
2) Sub Bagian Keuangan 





c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
1) Seksi Identitas Penduduk 
2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan 
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
1) Seksi Kelahiran dan Kematian 
2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan                           
Kewarganegaraan. 
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
2) Seksi Pengolah dan Penyajian Data Kependudukan 
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 
1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 
2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  
 Peraturan Bupati  Nomor 36 Tahun 2016  tentang Susunan 
Organisasi  dan Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten 
Karimun   menjelaskan tugas dan fungsi pokok Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
untuk memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
b. Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 




2) Menyusun rencana program kerja bidang kesekretariatan dan 
keuangan 
3) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, 
perencanaan,program dan keuangan  
4) Melaksanakan koordinasi program kerja dan pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan internal 
dinas 
5) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, 
perlengkapan, kepegawaian seluruh internal dinas 
6) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang 
7) Melaksanakan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan 
inventarisasi 
Sekretariat membawahi : 
a. Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
1) Merencanakan program kegiatan sub bagian umum dan  kepegawaian 
2) Menyiapkan bahan petunjuk teknis administrasi umum dan 
kepegawaian 
3) Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor  
4) Menyusun data dan laporan kepegawaian 
5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sub bagian umum dan 
kepegawaian 
b. Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 




2) Menyiapkan bahan teknis perencanaan 
3) Mengelola, melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan 
penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4) Menyiapkan administrasi perencanaan, melakukan verifikasi 
perencanaan secara berkala 
5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sub bagian perencanaan dan 
membuat laporan evaluasi  
c. Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
1) Merencanakan program kegiatan Sub Bagian Keuangan 
2) Menyiapkan bahan teknis keuangan 
3) Mengelola, melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan 
penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
4) Menyiapkan administrasi keuangan, melakukan verifikasi keuangan 
secara berkala 
5) Membuat laporan evaluasi, monitoring dan konsultasi pelaksanaan 
tugas kepada atasan dan melaporkan penggunaan dan 
pertanggungjawaban keuangan. 
a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut : 




2) Menyusun perumusan pedoman dan kebijakan teknis tata cara 
pendaftaran penduduk 
3) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pendaftaran penduduk 
4) Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan elaksanakan  
penerbitan dokumen penduduk 
5) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 
penduduk dan melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan pendaftaran penduduk. 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi : 
a. Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
1) Menyusun program kerja identitas penduduk berdasarkan program 
kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan rencana strategis 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas 
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan identitas 
penduduk, menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan identitas 
kependudukan dan menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi 
penyelenggaraan identitas kependudukan 
3) Melaksanakan pelayanan penerbitan Nik, Kartu Keluarga dan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik serta Surat Keterangan Kependudukan. 




1) Menyusun program kerja seksi pindah datang dan pendaftaran 
penduduk berdasarkan program kerja bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk dan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil sebagai pedoman dalam tugas perubahan dan perpindahan 
penduduk 
2) Menyiapkan bahan pelaksana kebijakan pelayanan pindah datang dan 
pendataan penduduk, menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi 
penyelenggaraan pindah datang dan pendataan penduduk 
3) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pindah datang dan pendataan penduduk 
4) Melaksanakan pelayanan pindah datang antar Kabupaten/Kota, pindah 
keluar antar Kabupaten/Kota, pindah datang antar Negara, pendataan 
penduduk rentan, penduduk non permanen, perpindahan antar Negara 
serta pembinaan dokumen kependudukan bagi pendatang melalui 
pelaksanaan pos peraturan daerah kependudukan. 
c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut : 
1) Melaksanakan penyusunan perencanaan bidang pelayanan pencatatan 
sipil dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang 
pencatatan sipil 
2) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas bidang 





3) Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil 
4) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil dan 
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lainnya dalam 
rangka pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 
5) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan tugas bidang pelayanan pencatatan sipil. 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi : 
a. Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas berikut: 
1) Menyusun program kerja kelahiran dan kematian berdasarkan program 
kerja bidang pelayanan dan pencatatan sipil dan rencana strategis 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas 
2) Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pencatatan kelahiran dan 
kematian penduduk 
3) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan 
pencatatan kelahiran dan kematian penduduk 
4) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran 
dan kematian penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, 
melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, lahir 
mati, pengangkatan anak, perubahan nama, pencatatan pembentulan 





b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak       
Kewarganegaraan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
1) Menyusun program kerja perkawinan, perceraian, perubahan status 
anak dan kewarganegaraan berdasarkan program kerja bidang 
pelayanan dan pencatatan sipil dan rencana strategis Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas  
2) Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pencatatan perkawinan, 
perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan 
3) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan 
pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan 
kewarganegaraan 
4) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan 
dalam sistem administrasi kependudukan, melaksanakan pelayanan 
pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak 
Perwarganegaraan.  
d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
1) Melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 




2) Melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 
kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi 
3) Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 
informasi dan komunikasi 
4) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi 
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 
informasi dan komunikasi 
5) Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan 
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya 
manusia teknologi informasi dan komunikasi 
6) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan. 






a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 
1) Merencanakan dan menyusun program kegiatan seksi sistem informasi 
administrasi kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia 
2) Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis sistem informasi administrasi 
kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia, melaksanakan tata 
kelola, sistem informas administrasi kependudukan dan sumber daya 
manusia 
3) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan dan regulasi kebijakan 
administrasi kependudukan pencatatan sipil 
4) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan dan tata kelola sistem 
informasi administrasi kependudukan. 
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut: 
1) Merencanakan dan menyusun program kegiatan seksi pengolahan dan 
penyajian data 
2) Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pengolahan dan penyajian data 
kependudukan dan pencatatan sipil 
3) Melaksanakan pengolahan, pemuktahiran, dan penyajian data 
kependudukan dan pencatatan sipil 
4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan 




e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 
1) Melaksanakan penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan, melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 
2) Menyediakan data kependudukan untuk di publikasikan kepada instansi, 
lembaga dan masyarakat, melakukan perencanaan kerjasama dibidang 
inovasi pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan 
3) Melakukan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi 
pelayanan kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan. 
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi : 
a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut : 
1) Merencanakan dan menyusun program kegiatan teknis seksi kerjasama 
dan inovasi pelayanan 
2) Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis kerjasama inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  
3) Melaksanakan kerjasama dan sosialisasi inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan monitoring, evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi 





b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 
1) Merencanakan dan menyusun program kegiatan teknis seksi 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 
2) Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan 
3) Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seksi 






STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
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LANDASAN TEORI TENTANG  
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN FIQH SIYASAH  
 
A. Pengetian Pelayanan Publik  
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
44
 Yang 
dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang kegiatan publik, dan badan hukum lain yang 
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana tersebut 
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang berkerja di dalam 
organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau 
serangkaian tindakan pelayanan publik. Adapun masyarakat adalah seluruh 
pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, 
kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima 
manfaat pelayanan publik, baik langsung maupun tidak langsung.
45
 
Agung Kurniawan dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Dedy 
Mulyadi menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 
(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 
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kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah ditetapkan.
46
 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pelayanan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 
Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan publik 
kepada masyarakat. Pelayanan publik didukung oleh peraturan perundang-
undangan atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam 
pelaksanaanya. dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa peran pemerintah 
begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya. 
Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan tujuan 
agar tidak tejadi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harus bersikap secara 
professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik. 
Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk 
memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, 
yaitu : 
1. Pelayanan publik selama ini menjadi bagian penting dimana negara 
diwakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam 
pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat 
terhadap kinerja pemerintahan. 
2. Pelayanan publik adalah tempat dimana berbagai aspek pemerintah yang 
bersih dan good governance dapat diartikulasikan secara mudah. 
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3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur pemerintahan, yaitu 
pemerintah, swasta, masyarakat dan mekanisme pasar.
47
 
 Mendefinisikan pelayanan publik tidak lagi dapat ditentukan dengan 
hanya melihat lembaga penyelenggaraannya, yaitu pemerintah atau swasta. 
Pelayanan publik tidak lagi tepat untuk dipahami sebagai pelayanan dari 
pemerintah, begitu juga pelayanan swasta yang tidak dapat dipahami sebagai 
pelayanan yang diberikan oleh lembaga non pemerintah. Pelayanan publik 
harus dilihar dari karakteristik dan sifat dari pelayanan itu sendiri, bukan dari 
karakteristik lembaga penyelenggaranya atau sumber pembiayaannya semata. 
Kriteria yang selama ini secara konvensional digunakan untuk membedakan 
antara pelayanan publik dan pelayanan privat tidak lagi dapat digunakan 
dengan mudah untuk mendefinisikan pelayanan publik.
48
 
 Konsep pelayanan publik di Indonesia dirumuskan dalam Undang-
undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-
undang tersebut, pelayanan publik didefinisikan berdasarkan pembiayaan dan 
sifat pembiayaan. Konsep sistem pemerintahan yang desentralistik di 
Indonesia memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk 
mengembangkan pelayanan yang responsif dan sesuai dengan aspirasi dan 
dinamika lokal. Pelayanan publik harus dilihat dari karakteristik dan sifat 
pelayanan itu sendiri, bukan dari karakteristik lembaga penyelenggara atau 
                                                             
47
 Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good GovernanceI Melalui Pelayanan Publik, 
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol.VI No.1, (2016) ,hlm.8  
 
48
 Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, 





sumber pembiayaan semata. Misalnya pelayanan kesehatan dirumah sakit 
milik pemerintah sangat penting dan harus disediakan oleh negara. Selain itu 
pelayanan kesehatan merupakan satu tujuan dan misi negara yang diatur dalam 
Undang-undang Tahun 1945 pasal 28 H.
49
 Keputusan Menteri Penerapan 
Aparatur Negara (Kepmen-PAN) Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan 
tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. 
Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat 
kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu : 
1. Pelayanan Administratif 
Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan 
oleh unit pelayanan yang menghasilkan produk akhir berupa dokumen, 
misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. 
Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan administrasi 
kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran dan akte kematian). 
2. Pelayanan Barang 
Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan produk 
akhir berwujud benda fisik atau yang dianggap benda yang memberikan 
nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan 
listrik dan pelayanan air bersih. 
3. Pelayanan Jasa 
Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana 
dan prasarana serta penunjangnya.. Produk akhirnya berupa jasa yang 
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mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis 
terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan kesehatan dan 
pelayanan perbankan. 
Peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kepmen-PAN tentang 
pelayanan publik tersebut orientasinya adalah pelanggan atau publik 
(masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas disebutkan dalam isi peraturan 
tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik instansi 
pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, maka 
perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik. 
Pelayanan publik yang memuaskan mengandung empat unsur yaitu: 
1. Pelayanan kemudahan administrasi dalam pengurusan kepentingan atau 
mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu kepentingan. 
2. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan. 
3. Pelayanan yang merata dan sama dalam pelayanan terhadap kepentingan  
yang sama. 





B. Azas-Azas Pelayanan Publik 
Menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang, 
aparatur pemerintah hendaknya bisa memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya, berorientasikan kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan 
sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik. 
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Untuk lebih mengoptimalisasikan pedoman penyelenggaraan pelayanan 
publik, harus memperhatikan azas-azas yang termuat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. Adapun azas tersebut adalah : 
1. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 
kepentingan pribadi dan/atau golongan. 
2. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pelayanan. 
3. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding 
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun 
penerima pelayanan.  
5. Keprofesionalan, yaitu pelaksana harus memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan bidang tugas. 
6. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, 
dan harapan masyarakat.  
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak 
memperoleh pelayanan yang adil. 
8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 





9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian 
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 
pelayanan. 
11. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 
waktu sesuai dengan standar pelayanan.  
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan  
dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
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C. Prinsip Pelayanan Publik 
Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang 
sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar 
dapat mencapai target tersebut, maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan. 
Berdasarkan Kepmen PAN Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dijabarkan melalui petunjuk teknis 
transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik yang efektif dan 
efisien. Menurut Sinambela, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang 
dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka terdapat indikator yang terletak 
pada sepuluh dimensi pelayanan, yaitu
52
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1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
2. Kejelasan, dalam hal ini mencakup : 
a. Persyaratan teknis dan adminstratif pelayanan publik 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik 
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pelaksanaan pembayaran. 
3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 
4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 
dan kepastian hukum 
6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelayanan publik 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, 
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) 
8. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 




9. Kedisiplinan kesopanan dan keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap 
disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan 
ikhlas. 
10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur dan fasilitas 
pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
53
  
D. Karakteristik Pelayanan Publik  
Berdasarkan karakteristiknya, Kotler dalam bukunya sebagaimana dikutip 
oleh Tedy Minahasa menyatakan bahwa suatu organisasi harus 
memperhatikan empat karakter khusus suatu pelayanan, antara lain  : 
1. Tanpa wujud (intangibility), dimana jasa/pelayanan tidak dapat dilihat, 
diraba, didengar atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli. 
2. Keterikatan jasa pelayanan dan penyedia jasa tidak dapat dipisahkan 
(inseparability) yang berarti jasa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari 
penyedia jasa pelayanan itu sendiri seperti mesin atau orang, atau 
sekelompok orang (organisasi). 
3. Variabilitas pelayanan (variability), yaitu bahwa kualitas jasa pelayanan 
tergantung pada siapa yang menyediakan atau menghasilkan jasa tersebut, 
kapan, dimana dan bagaimana jasa pelayanan itu diberikan. 
4. Pelayanan langsung digunakan dan habis (perishability), yang mana jasa 
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E. Administrasi Kependudukan 
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi 
kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduuduk, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan  sektor 
lain.
55
 Dari definisi tersebut diketahui bahwa administrasi kependudukan 
mencakup kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan 
tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai 
lingkup tugas dan kewenangannya. 
Administrasi kependudukan memuat peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting. Peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah 
datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing 
tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Adapun peristiwa penting antara lain 
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, serta pengangkatan, 
pengakuan dan pengesahan anak.  
Peristiwa penting juga meliputi perubahan status kewarganegaraan atau 
ganti nama. Peristiwa tersebut harus dilaporkan dan perlu di daftarkan ke 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena membawa implikasi berupa 
perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dengan 
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demikian, setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk 





F. Akta Kelahiran 
Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang 
anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta kelahiran disebutkan nama orang 
tua. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak 
terdaftar, dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibu sehingga 
anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.
57
 
Fungsi dari akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : 
1. Menunjukan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di 
depan hukum. Karena didalam akta tersebut disebutkan nama bapak dan 
ibu dari si anak. 
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas awal dari anak yang 
dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini anak 
secara yuridis berhak mendapatkan hak-hak perlindungan 
kewarganegaraanya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas 
perlindungan sosial. 
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Landasan hukum yang mendasari pembuatan Akta Kelahiran adalah 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan 
Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran 
penduduk dan pencacatan sipil. Undang-undang inilah yang mengatur 
mengenai setiap terjadinya kelahiran harus dilaporkan. 
Dalam pengurusan akta kelahiran ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi, antara lain : 
1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Penolong 
Kelahiran Asli. 
2. Bidan pengantar dari Desa/Kelurahan 
3. Fotocopy KK orang tua 
4. Fotocopy Akta Nikah/Buku Nikah orang tua. 
Pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Karimun tidak dipungut biaya (gratis) baik pelaporan dilakukan 
sebelum atau sesudah kelahiran/umur 60 hari. Adapun standar pembuatan 
Akta Kelahiran adalah : 
A. Persyaratan  
1) Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dtersedia di kantor kelurahan atau langsung ke kantor 




2) Surat keterangan lahir dari dokter/ bidan penolong/puskesmas 
3) Surat kelahiran dari kelurahan/desa 
4) Fotocopy kartu keluarga atau KTP 
5) Fotocopy akta perkawinan atau surat nikah 
B. Prosedur 
1) Pemohon datang langsung ke Dinas kependudukan dan Pencatatan 
Sipil  tempatnya berdomisili. 
2) Membawa berkas-berkas persyaratan ke loket pelayanan Dinas 
kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
3) Mengisi formulir pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan oleh 
petugas dan ditanda tangani.  
4) Menyerahkan berkas permohonan ke loket pelayanan pada Dinas 




G. Fiqh Siyasah 
1. Pengertian Fiqih Siyasah 
Kata fiqih berasal dari kata faqiha – yafqahu – fikihan. Secara 
bahasa pengertian fiqih adalah paham yang mendalam. Istilah fiqh siyasah 
terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman 
yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata dari segi bahasa dan 
istilah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah 
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Fiqh menurut istilah adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-
hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang rinci 
(tafsili) yaitu dalil-dalil atau hukum yang diambil dari dasarnya yaitu Al-
Qur‟an dan Sunnah. Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-
sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum 
syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga 
dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman 
terhadap hukum syara‟ tersebut mengalami perubahan dan perkembangan 
sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia 
itu sendiri. 
Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping 
mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan 
Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama 
manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi 
lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (waris), 
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Kata siyasah berasal berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari 
tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan (عبط - ٝغ٘ط - عٞبعخ) yang yang berarti 
mengatur, mengurus, memerintah, memelihara atau melatih binatang, 
khususnya kuda. Jadi siyasah artinya, mengatur, mengurus dan membuat 
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu 
tujuan.61 
Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, Siyasah adalah mengatur 
atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. 
Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan siyasah adalah membuat 
kemaslahatan manusia dengan cara membimbing mereka ke jalan yang 
menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan 
tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan 
umum atas dasar keadilan dan istiqamah.  
Fiqh siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar‟iyyah. Siyasah 
syar‟iyyah secara istilah memiliki berbagai arti yaitu : 
a. Kementerian Wakaf Kuwait, fiqh siyasah adalah memperbaiki 
kehidupan manusia dengan menunjukkan kepada mereka pada jalan 
yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan 
datang, serta mengatur permasalahan mereka. 
b. Ahmad Fathi, fiqh siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat 
manusia sesuai dengan ketentuan syara. 
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c. Ibn‟Aqil, dikutip dari pendapat Ibn al-Qayyim, fiqh siyasah adalah 
perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan 
lebih jauh menghindari kemafsadatan, meskipun Rasul tidak 
menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
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Definisi diatas menegaskan bahwa wewenang membuat segala 
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan 
kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan 
umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). 
Karenanya segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang 
dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, dan wajib ditaati oleh 
masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentang dengan 
syariat. Makna ini sejalan dengan posisi manusia sebagai khilafah di muka 
bumi yang tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia 
seperti yang disebutkan dalam surah Q.S Al-Baqarah Ayat 30 berikut. 
ٍَِ ُٝۡفِغُذ يَِٖٞب ْا أَرَۡجَؼُو يَِٖٞب  َٰ٘ٓ  قَبىُ
ِۖ ئَِنِخ لِِّّٜ َجبِػٞو يِٜ ٱۡۡلَۡسِض َخيِٞفَخ 
َٰٓ يََٰ ََ لِۡر قَبَه َسثَُّل ىِۡي َٗ 
ُط ىََلِۖ قَبَه لِِّّ  ُّقَذِّ َٗ ِذَك  َۡ ُِ َُّغجُِّخ ثَِذ َّۡذ َٗ بََٰٓء  ٍَ َٝۡغفُِل ٱىذِّ َٗ َُ ٘ َُ ب َل رَۡؼيَ ٍَ  ٌُ   َٰٜٓ أَۡػيَ
Artinya: “Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para 
malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
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Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang menggunakan kata 
siyasah dalam hadistnya yang berbunyi : 
ّْجَِٞبءُ  ٌْ اْۡلَ  َمبَّْذ ثَُْ٘ لِْعَشائَِٞو رَُغُ٘عُٖ
Artinya : “Adalah para nabi, mereka men-siyasahkan Bani Israel.” 
(HR.Bukhari No. 3268 dan  Muslim No. 1842) 
Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah 
mengurusi urusan masyarakat. Berpolitik harus memperhatikan kondisi 
kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada 
kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. 
Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka 
mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati 
pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat 
terjadi kekufuran yang nyata seperti ditegaskan dalam banyak hadits. Ini 
adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW.  
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah 
Dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui 
bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan 
antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara 
dengan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dengan 
lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara 
maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai 
bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian 




Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash 
Shiddieqy yaitu “objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan 
mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan 
mengingat persesuain penabdiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak 
peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash 
dari nash yang merupakan syariah „amah yang tetap.”  Hal ini juga 
ditemukan serupa dengan pernyataan Abdul Wahhab Khallaf yaitu “objek 
pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan  
yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya 
dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 
manusia serta memenuhi kebutuhannya”.
64
  
Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Fiqih 
Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan 
dan kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai 
dengan ketetuan syari‟at. 
3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 
ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi 
lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Namun 
perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Salah 
satu ulama yaitu T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh 
siyasah menjadi delapan bidang, yaitu : 
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a. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
undangan) 
b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) 
c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan) 
d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 
e. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 
f. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 
Internasional) 
g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
undangan) 
h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Perperangan).65 
Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya Al-Siyasat al-Syar‟iyat hanya 
membahas tiga bidang saja, yaitu Siyasat Dusturiyat, Siyasat Kharijiyat 
dan Siyasat Maliyat. Perbidangan yang beragam tersebut dipersempit 
kepada empat bidang saja yaitu bidang fiqh siyasah dusturiyah  ̧ Kedua 
bidang fiqh siyasah dauliyah, Ketiga bidang fiqh siyasah maliyah dan 
Keempat bidang fiqh siyasah harbiyah. 
Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah 
mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. 
Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber 
primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-
sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah, 
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sumber-sumber tertulis selain Al-Qur‟an dan Sunnah, serta sumber-sumber 
yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.
66
 Selain sumber Al-
Qur‟an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh 
siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti 
pandangan para pakar politik, Urf atau kebiasaan masyarakat yang 
bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-
aturan yang pernah dibuat sebelumnya. 
Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode 
yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul 
fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, 
istihsan, urf, adah, mashlahah mursalah, dan istishab.
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 Dengan metode 
ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap 
perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi 
yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh 
bertentangan dengan nash Al-Qur‟an dan Hadist Nabi. 
 
H. Fiqh Siyasah Idariyah 
Dalam Islam, hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan 
masyarakat membutuhkan suatu peraturan. Adanya peraturan tersebut 
merupakan bentuk sebuah tata pemerintahan dalam mengatur negara. Dimana 
administrasi negara (siyasah idariyah) pada masanya dijadikan sistem, 
landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Dalam hal ini, penulis 










mengkhususkan kajian fiqh siyasah pada bidang Siyasah Idariyah, yakni 
bidang yang mengurusi permasalahan administrasi negara. Kata idariyah 
berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay‟ayudiru 
idariyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.
68
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Administrasi dalam Islam dikenal dengan istilah al-idarah. Sebenarnya 
tidak ada satu ayat Al-Qur‟an pun yang dijumpai kata al-idarah. Namun ada 
kata dalam Al-Qur‟an yang menyerupai kata tudirunaha dan kata tadiru. Di 
dalam al-Mu‟jam al-Mufahras, dibawah kata entri dawr telah dikemukakan 
sejumlah ayat yang memuat kata muystaq (pecahan) dari fi‟il tsulatsi;”dara”. 
Begitu juga setelah menalaah kitab-kitab hadist, jelas bahwa kata al-idarah 
tidak dijumpai di dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah 
SAW. 
Hampir semua kitab kamus bahasa menyebutkan kata dawr dan semua 
kata pecahan dari kata tersebut. Tetapi tidak ada yang menyebutkan kata 
idarah. Hanya saja Ar-Razi (w 666 H) di dalam As-Shihah, Ibnu Manzur (w 
711 H) di dalam al-Lisan, al Fairuz Abadi (w 816 H) di dalam al-Qamus al-
Muhth, dan Az-Zabidi (w 1205) di dalam Taj al-Arus dan mereka 
menyebutkan beberapa kalimat yang mendekati kata idarah meski tidak secara 
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langsung menyebutkan kata tersebut. Adapun Duzi menyebutkan adara. Dia 
mengatakan Adara as-Siyasa maknanya Dabbara umuraha wa sasa ar-
ra‟iyyah (mengatur urusan politik dan rakyatnya). Begitu juga kata adarai 
yang berarti susah payah berkerja. Jadi hal ini sangat menegaskan bahwa kata 
idarah atau istilah administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang 
baru digunakan di era modern.
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 Oleh sebab itu para pakar administrasi 
mendefinisikan idarah dengan ungkapan administrasi adalah sejumlah 
aktivitas praktis dengan tujuan merealisasikan politik umum. 
Dalam Siyasah Idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat 
diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Orang-orang yang 
menginginkan kecepatan dan kesempunaan pelayanan. Dari Syaddad bin Aus 
radhiyallahu‟anhu, Rasulullah saw bersabda : 
ءٍ   ْٚ َُ  َػيَٚ ُموِّ  َش َ  َمزَتَ  اإِلْدَغب َُّ  هللاَّ  لِ
“ Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala 
sesuatu.” (HR.Muslim)
 71 
Maksud dari hadist ini yaitu perintah Allah SWT yang mewajibkan kita 
untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, dalam segala hal baik itu dalam 
ibadah, bermuamalah dengan sesama manusia, dan dalam urusan pekerjaan. 
Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan 
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administratif, terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat 
dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan.
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Dalam fiqh siyasah, ada dua kategori sumber-sumber Siyasah Idariyah 
yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum 
vertikal adalah Al-Qur‟an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam pada 
umumnya dan sumber hukum horizotal yang berasal dari manusia dan 
lingkungannya, antara lain pendapat para ahli, cendekiawan, ulama dan 
zu‟amma, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan-peraturan 
yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat (al-urf wa al-adat). 
Administrasi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah 
SAW. Baik dalam administrasi pembangunan, negara, niaga, hukum, dan 
sosial. Pada zaman Rasulullah SAW, ilmu administrasi belum sempurna 
benar. Namun dasar-dasar administrasi yang ada pada zaman kini sudah ada 
pada zaman Rasulullah SAW dahulu seperti pembagian zakat, warisan, 
pencatatan hutang piutang, pembagian sedekah kepada penduduk sekitar yang 
kurang mampu, itu sudah termasuk dalam kegiatan administrasi. Sumber-
sumbernya terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Hadist. Islam memiliki 
konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif 
seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat 
di Madinah. 
Administrasi dalam Islam bermula dari kegiatan penulisan. Bangsa Arab 
pada masa pra Islam memang dikenal dikenal dengan masa jahiliyah atau 
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zaman kebodohan. Bodoh karena perkara baca tulis di masyarakat kala itu 
masih terbilang minoritas. Kecakapan dalam baca tulis terbilang sangat 
istimewa, seperti yang dikatakn Ibnu Sa‟ad, “Orang yang sempurna menurut 
mereka (masyarakat Arab pra Islam) pada masa jahiliyah dan permulaan Islam 
adalah orang yang mampu menulis Arab, piawai dalam berenang dan ahli 
dalam memanah.” Kemampuan dalam baca tulis seolah tidak diperlukan pada 
masa itu, seperti yang diprediksikan oleh Prof. Azami. Bahkan Rasulullah 
Saw sendiri termasuk nabi yang ummi, atau tidak menguasai kecakapan baca 
tulis.  
Setelah Islam memasuki masa hijrah, atau kepindahan Rasulullah SAW 
dari Makkah ke Madinah karena banyaknya tekanan dari masyarakat Makkah 
sekaligus perintah Allah SWT. Penekanan terhadap aktivitas baca tulis mulai 
menggeliat di kalangan muslimin pada masa itu, utamanya para shahabiyah. 
Seperti yang kita baca di beberapa shirah nabawiyah, Rasulullah SAW pun 
membangun suatu pemerintahan dengan pusatnya di Madinah. Suatu 
pemerintahan yang berlandaskan syari‟at Islam ini tentunya membutuhkan 
penopang yang kuat. Sistem administrasi yang jelas dan rapi tentu menjadi 
salah satu pilar penyangga yang kuat. Penekanan pendidikan Rasulullah SAW 
pada aktivitas baca tulis kemudian membuahkan sistem administrasi yang 
memang dibutuhkan negara yang baru dibentuk tersebut.
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Hukum administrasi (Siyasah Idariyah) merupakan instrument Negara 
hukum dan memiliki fungsi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). 
Para ahli hukum mengemukakan defenisi hukum administrasi dengan rumusan 
yang bervariasi. Secara umum, hukum administrasi dapat diartikan sebagai 
hukum yang mengatur bagaimana Negara sebagai penguasa menjalankan 
tugas-tugasnya yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara 
jabatan-jabtan Negara dengan para warga masyarakat. Dalam hukum 
administrasi negara juga dikenal adanya asas-asas pemerintahan yang baik 
(AAUPB). AAUPB ditujukan untuk terciptanya good governance yaitu 
praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah secara 
umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Ada empat unsur utama 




Dalam Fiqh Siyasah terdapat Siyasah Idariyah atau administrasi negara. 
Siyasah Idariyah dan Akta Kelahiran memiliki keterkaitan yaitu permasalahan 
administrasi. Tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur 
pencatatan kelahiran seseorang. Tetapi masalah ini masuk ruang lingkup 
muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, 
maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam hal kaitan dengan 
hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses 
yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, 
manajemen atau bahkan maksud tujuan dari suatu kegiatan atau institusi. 
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Mengabaikannya dapat mengacaukan proses kegiatan dan sistem regulasi 
yang telah dibuat. Atau dalam kapasitas yang paling kecil, dalam transaksi 
yang dilakukan oleh dua pihak. Jika kedua pihak tersebut menyangkut institusi 
kepentingan orang banyak, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian banyak 
orang. Substansi tersebut disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :   
َشحً َدبضِ  َُ رَِجَٰ َٰٓ أَُ رَُن٘ ْا لِلَّ َٰ٘ٓ َٰٓ أَلَّ رَۡشرَبثُ َٰٚ أَۡدَّ َٗ َذِح  ََٰٖ ًُ ىِيشَّ َ٘ أَۡق َٗ  ِ ٌۡ أَۡقَغطُ ِػَْذ ٱََّّ ىُِن
َشح  َرَٰ
َظ  ۡٞ ٌۡ يَيَ َُْن ۡٞ ٌۡ ُجَْبح  أَلَّ رَۡنزُجَُٕ٘برُِذُٝشََّٖٗب ثَ ُن ۡٞ   َػيَ
Artinya : “... yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan (tanda bukti) persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.” (QS. Al-
Baqarah/2: 282) 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 
memiliki tanggung jawab dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran sebagai 
akta wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya 
masyarakat Kabupaten Karimun. Pemimpin adalah orang yang jika diberikan 
tanggung jawab harus bertanggung jawab penuh dalam hal yang diamanahkan. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan 
dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Karimun maka dapat disimpulkan : 
1. Secara umum pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Pencacatan Sipil Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik. 
Pelayanan yang diberikan sudah memenuhi indikator seperti 
kesederhanaan, kejelasan, keamanan, keterbukaan, ekonomis dan keadilan. 
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 
pembuaan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Karimun seperti permasalahan terkait sarana dan prasarana, 
persyaratan berkas yang tidak dilengkapi oleh masyarakat, dan akses 
transportasi menuju kantor. 
3. Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah 
Fiqh Siyasah Idariyah, yaitu keterkaitan dengan administrasi Negara. 
Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi 
kesejahteraan rakyatnya bisa dikatakan Maslahahtul Mursalah. Seorang 
pemimpin hendaknya menjalankan amanah dan berbuat adil terhadap 
rakyatnya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pemerintah dalam 
hal ini Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil sudah melaksanakan 





Ada beberapa saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 
Kabupaten Karimunn sebagai berikut: 
1. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran akan bentuk 
pemberian pelayanan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan formal dan 
informal. 
2. Meningkatkan sosialisasi dalam memberikan informasi tentang 
pembuatan Akta Kelahiran kepada masyarakat khususnya dengan wilayah 
geografis kecamatan terjauh di Kabupaten Karimun. Hal ini akan 
meningkatkan persentase kepemilikan Akta Kelahiran dan memudahkan 
akses bagi masyarakat dalam mengurus akta Kelahiran. 
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di kantor karena hal ini 
merupakan salah satu faktor pendukung kinerja petugas demi terciptanya 
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1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan dalam hal pengurusan akta kelahiran ?  
2. Apa saja faktor yang menghambat masyarakat dalam pengurusan akta 
kelahiran? 
Petugas Pengadministrasian 
1. Bagaimana cara petugas dalam memberikan pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun? 
2. Bagaimana tata cara pengurusan Akte Kelahiran ? 
3. Apa saja persyaratan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran? 
4. Bagaimana kecepatan atau kecekatan petugas pelayanan dalam melayani 
pembuatan Akta Kelahiran ? 
5. Apakah masih ada masyarakat yang belum membuat akta kelahiran? Dan 
apa alasannya ? 
 
Kepala Bidang Kelahiran dan Kematian 
1. Bagaimana pelayanan dari petugas di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pengurusan akte kelahiran 
apakah sudah sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009?  
2. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan di Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Karimun?  
3. Apakah sarana dan Prasarana kerja telah mendukung dalam proses 
pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun?  
4. Bagaimana kecepatan atau kecekatan petugas pelayanan dalam melayani 
pembuatan Akta Kelahiran? 
5. Apa yang menjad faktor penghambat dalam pelayanan di Dinas 
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